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PEMERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
IDINAS PEIIIIDIIDIKAIT IDAN KBBUI}AYAAN

Jt. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) 27602

SURAT PERJtrtrIIIrIr PEI}IBERTITil Btrtfrutrlr
DtrITtr frI.OKIISI KHUSUS FISIK

BIDtrNG PEITDIDIIUIIT Ttr. 2O2O

IGEIATAII:

PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (DAK REGULER 2O2O)

Antara

EIIERIT{TAH IIIERAH IAHIPAITil ffiSI$R SEIATA]I

dengan

IGPAI.A SEIELAH SI{FII3 LITEEO SAM BAEAI{TI

Nomor

Tanggal

: 36 /ry/SARPRAS/DAKPSMP/SI,IIK/DPK-PS I 2O2o

: O2APRII2O2O

ffi hari ini Kamis tanggal Dua bulan Aprillerhun Dua ribu dua puluh,l(ami yang bertanda tangan di

Hrinl:

ffik untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

*irnya disebut PII{AK PERTA1IA.

L Nama

L Jabatan

:L Ahmat

L Nama

L Jabatan

3. Alamat

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - Painan

: DESTIWARNI,S.P4MA

: Kepala UPT SllPI{ 3 Linggo Sari Baganti

: I!. Pasar Bukit Airhaji

ffiak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.

A.43761BKPSDM-2019 Tanggal 30 Desember 2019 yang selanjutnya disebut P1HAK KEDUA.

EHIX PERTAMA dan PIIIAK KEDUA secara bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

ryuhn),a hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

D Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan sefta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

nqam tanpa diskiminasi;



Nomor SPPB
Tanggal

: 36/tVtS ARPRAS/D AKP SMPN/W./DPK-P 52:020
:02A?ril2A20

Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal

dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisiI<, kecerdasan intelektual, sosial,

emosional, dan kejiwaan peserta didik;

Pasal '16 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bercama anhra Pemerintah,

Fsnerintah daerah dan masyarakat;

Pasal 216 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupalon salah satu prioritas pembangunan

nrebnal, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

melakukan tindakan nyata datam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap

pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah beberapa l<ali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang mewajiblon setiap satuan pendidikan memilik sarana prasarana pendidikan untuk

rnenunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatlon mutu

pendidikan;

+ Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

Enhng Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola

prg ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen

Hasis sekolah;

5. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1l Tahun 2020

Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6. Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Peftama (DAK Reguler 2020);

DtFn ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian pemberian

hnn Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

del ryarat-syarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

U lbititun Pemberian Bonfinn
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Tanggal
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M"k"r:"fffru5u"n

tlfifnt ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

* lmndanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

Hlrm dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional

dan. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &
CIb serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

Femberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

prasarana pendidikan pada SMPN 3 Linggo Saripekerjaan pembangunan/rehabilitasi

HrE larg metiputi :

L Fcmbangunan laboratorium Komputer,

Pasal 3

Iangka Waktu Pelaksanaan

[! hlfa waktu pelakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

Eder terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di
EEirg PIHAK KEDUA.

a ![llf (EDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling

ht 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

irffkan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

L ihnaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember

@0.

Pasal 4

Prinsip- Prinsi p Pekerjaan

dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

&naan dikerjakan dengan mekanisme swakelola,

L ltrsapan asas efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas,

x Ftrtg gnaan partisipasi masyaralot dalam pengelolaan kegiatan,

{ $lmla;i kmlitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

Pabrior Banawt
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Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L 
'!HAI( 

PERTAMA :

a) lleryalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik
mdalui satuan Kerja perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka

Bidang Pendidikan

waktu pelaksanaan
ebagaimana dimakud dalam pasal3.

b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan plwram DAK Fisik Bidang
Kahrpaten.

Pendidikan di tingkat

c) l{enrberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang
EndiJikan.

df l€aksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

t. ID|IXIGDUA:
a) Bettanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

Sran pendidikan (Sekolah).

b) ifembentuk Panitia Pembangunan sekolah (P2s) di tingkat satuan pendidikan (sekolah).
c) Fldaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara

PERTATTIA.

d) llencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada prHAK
PERTAMA.

Pasal 6
pelaksanaan pekerjaan

fkraan pekerjaan sebagaimana dimakud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :a' PIHAI( KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan maryarakat
sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

b' PIHAI( XEDUA dalam mengetola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknisdm Fehrnjuk operasional DAK Bidang Pendidikan serta perafuran perundang-undangan yang terkaibc' rl[At( xEDUA membuat taporan secara berkala mengenai petaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaanbFada PIHAK PERTAMA,

d' tlllllx IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada prHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,
bpoEn kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi tainnya pada tahapan pencairan dana,c' ?llHAl( KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas sertapehporan keuangan dari hasil pekerjaan,

f' PIHAI( IGDUA berkarajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait denganpehlc=naan pekerjaan serta menyimpan bukti-buKi setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan
pnndang-urdangan,

periodik kepada PIHAK

-fup;*rPenbrtn 
funun
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* Eff E)UA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK PERTAMA yang

OErdran dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,

1f,mI IEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun

furan 2020,

L f,flfl KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

ffion Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari PIHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan Pemeriksaan

fi pengawasan/pemerikaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

ffiry'ang merupakan unsur individu yang ahlidibidangnya,

m PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

Ertm pelaksanaannya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

L IX Fbik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAUA kepada nIHAK

EIA sebesar Rp. 325.000.000,- (l-iga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai

e) Penrbangunan laboratorium komputer = Rp. 325.000.000,-

a tEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

EZ

Pasal 9

Penyaluran Dana

lQrhran penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

L Tdltap I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keeluruhan dana swakelola setelah perjanjian ini

Gtdatanganikedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA,

2, TCtap fr. : 45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah

rnpai bobot 20olo (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

&riaan,

f Td.Ep Itr : 30o/o (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah

-nciPai bobot 650/o (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

tslrajun pekerjaan.

;h fu;;A Pemberian Bantuqr
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Tanggal
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f ptayaran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

EE Rekening :

h Rekening : 1902.0210.06945-3

tsn Bank : Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji

Pasal lO

Fore Majeure

fu ltajeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

ffin sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

fr, qilemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pem berontakan/kerusu han.

f,* ErJadi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK

mfflA secara tertulis selambat{ambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

fore majeure dengan dilengkapi buktitertulis yang dikeluarlon oleh pihak berwenang.

ffian pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

G PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasidan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui

tl mendak permohonan dari PIHAK IGDUA tersebut.

Ela permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan

frJan perubaha n perja nj ian seda ng kan perjanjian awal dinyata kan bata!.

Pasal 11

Sisa Dana

Ela PIIIAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

Qnakan untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,

& sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus

rrc&rkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

L EIAX XEDUA wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelalaanaan pekerjaan / kemajuan

p&rfrnn kepada PIHAK PERTAMA.

L f,HfX (EDUA wajib membuat dan menyerahlcn kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan

Elta kelengkapan administrasilainnya pada tahapan pencairan dana.

hnrgcr Pembrian Bantaan
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t' Lgtt pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh pIHAK KEDUA kepada PIHAK
ETIHA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan
Erban, dihmpirianhra lain :

a) Berfta Acara Serah Terima,

D) h'Gi pertanggungiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti
FrgeluElran lainnya,

O BrlCi setoran pajalq

d) eldi teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

ffi dalam pelakanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari
htstnn yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencrna, maka prHAK PERTAMA

-ra epihak dapat memutuskan/menghentika n pekerjaa n tercebut.
L frnnrsan/penghenuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka prHAK

-EEntbalikan 
seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi

EErtlan perundang-undangan.

KEDUA wajib

sesuai dengan

Pasal 14

PENUTUP

l-lin| surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan
Ercebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantar:anya

o*up dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

PIHAK KEDUA,

fp. 1$61211L997022OOL

**nBannn


